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PUTUSAN
Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Mrb
2T A 4
P i )

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

%7

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara
Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:
Penggugat;

melawan

Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di

muka sidang;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober

2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan,
Nomor 406/Pdt.G/2019/PA.Mrb, tanggal 04 Oktober 2019 pada pokoknya
mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 September 2016, Penggugat dengan

Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan

shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah

Nomor :XXXX tanggal 28 September 2016 dari Kantor Urusan Agama

Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat

bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga terakhir, dikaruniai

anak 1 orang anak bernama XXXX umur 11 bulan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat rukun-rukun saja,

namun sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

yang disebabkan Tergugat kurang membari nafkah, jarang pulang ke

rumah, salah sedikit jadi pertengkaran, dan Tergugat pernah menampar
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muka Penggugat di hadapan ibunya, dan sering tidak berterus terang pada
Penggugat, apabila terjadi pertengkaran Tergugat menyuruh Penggugat
mengurusi perceraian. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan
sebagai suami istri;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi
pada tanggal 28 Sepember 2019 disebabkan masalah hutang piutang
dengan orangtua Penggugat, akibatnya Tergugat pulang ke rumah
orangtuanya;
5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak
rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
dalam perkara ini;
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (XXXX) dengan
Tergugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan
Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pengadilan telah memerintahkan kepada Penggugat dan
Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Hakim
Mediator Muhammad Radhia Wardana, S.H.l berdasarkan Penetapan Nomor
406/Pdt.G/2019/PA.Mrb tanggal 15 Oktober 2019 dan berdasarkan Laporan
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Hakim Mediator Muhammad Radhia Wardana, S.H.l tanggal 17 Oktober 2019
mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- Benar bahwa Penggugat dan Penggugat menikah pada tanggal 28
September 2016 di KUA. Kecamatan Cerbon Kabupaten Barito Kuala;

- Bahwa benar setelah menikah kami bertempat tinggal di rumah orang
tua Penggugat, sampai terakhir kumpul dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa benar sejak awal tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat
terjadi petengkaran yang penyebabnya tidak benar Tergugat tidak memberi
nafkah kepada Penggugat, benar Tergugat jarang pulang karena Tergugat
karena Tergugat pulang malam bekerja kalau pulang ke rumah terlalu jauh
sehingga lebih dekat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa benar Tergugat pernah menampar Penggugat hal itu disebabkan
karena Penggugat datang ke rumah orang tua Tergugat dengan marah-
marah dan melempar barang yang ada ke Tergugat dan karena emosi
akhirnya Tergugat menampar Penggugat;

- Bahwa Benar, puncak pertengkara pada bulan September 2019
disebabkan hutang piutang dengan orang tua Penggugat dan orang tua
Penggugat ikut mengusir Tergugat sehingga Tergugat pulang ke rumah
orang tua sampai sekarang;

- Bahwa Terggugat tidak bersedia bercerai karena saya masih ingin
mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik
secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam berita acara
putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik
secara lisan yang pada pokoknya sebagaimana tertulis dalam berita acara
putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA.Kecamatan Cerbon, Kabupaten

Barito Kuala, Nomor XXXX Tanggal 28 September 2016. Bukti surat

tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda

P.;

B. Saksi:

1. XXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat

Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ibu kandung Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang dahulu menikah pada
tanggal 28 September 2018, di Kecamatan Cerbon.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah
saksi sampai pisah dan telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja,
namun sejak awal 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar
sebanyak beberapa kali, di rumah saksi disebabkan Tergugat tidak cukup
memberi nafkah, Tergugat jarang pulang ke rumah dan apabila pulang
dari bekerja sering pulang ke rumah orang tuanya serta menurut cerita
Penggugat, mereka pernah bertengkar di rumah orangtua Tergugat saat
itu Tergugat memukul Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak 1 bulan yang lalu dan
sejak itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah
orang tuanya;

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang
berupaya untuk hidup rukun kembali, walaupun Tergugat ada
mengunjungi anak tetapi tidak harmonis dan tidak saling komunikasi lagi
satu sama lain;

- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat, namun tidak berhasil;
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2. XXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat
Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan
pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
ayah kandung Penggugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, yang dahulu menikah di
Kecamatan Cerbon sekitar 3 tahun yang lalu;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkumpul setelah menikah di rumah
saksi di Desa Badandan sampai pisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa saksi jarang di rumah banyak tinggal di sawah sehingga tidak
mengetahui banyak rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun
sejak 2 bulan terkhir Tergugat tidak datang lagi dan tinggal di rumah
orangtuanya;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar,
dan Penggugat tidak pernah bercerita rumah tangganya kepada saksi;

- Bahwa selama pisah di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang
berupaya untuk hidup rukun kembali, Penggugat dan Tergugat sudah
tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi lagi satu sama lain;

- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan dengan
menyatakan tetap pada pada pendiriannya masing-masing, serta Penggugat
dan Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk
menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana diuraikan di atas;
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Menimbang, bahwa gugatan pada pokoknya adalah menuntut supaya
perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab
sejak awal tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
disebabkan Tergugat kurang membari nafkah, jarang pulang ke rumah, salah
sedikit jadi pertengkaran, dan Tergugat pernah menampar muka Penggugat di
hadapan ibunya, dan sering tidak berterus terang pada Penggugat, apabila
terjadi pertengkaran Tergugat menyuruh Penggugat mengurusi perceraian.
Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 28
Sepember 2019 disebabkan masalah hutang piutang dengan orangtua
Penggugat, akibatnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dan pisah
sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui
adanya penyebab pertengkaran dan membantah sebagian penyebab tersebut
sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat
selama kurang 2 (dua) bulan karena Pengugat dan orang tua Penggugat
mengusir Tergugat sehingga Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan jawaban
Tergugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah
benar antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan
perselisihan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah
tangga?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di
persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah
diberi meterai secukupnya, dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan
aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888
KUHPerdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang
Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat diterima
sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah
yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut
mempunyai nilai pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende)
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dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri
sah yang menikah tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi
yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal
sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai pokok
permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan
dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan isinya saling bersesuaian dan
cocok antara satu dengan yang lain, yaitu tentang terjadinya pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak cukup memberi
nafkah, Tergugat jarang pulang ke rumah dan apabila pulang dari bekerja
sering pulang ke rumah orang tuanya serta mengenai pisahnya Penggugat dan
Tergugat serta selama pisah tidak pernah rukun lagi, meskipun telah
didamaikan oleh pihak keluarga, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg.
sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan bukti-bukti
Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai
fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

menikah tanggal 28 September 2016;

- Bahwa sejak tahun 2018 akhir, antara Penggugat dan Tergugat

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak

cukup memberi nafkah, Tergugat jarang pulang ke rumah dan apabila
pulang dari bekerja sering pulang ke rumah orang tuanya ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

sejakSeptember 2019 sampai sekarang, sejak Tergugat pergi

meninggalkan Penggugat;

- Bahwa selama pisah, di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada

yang berupaya untuk hidup rukun lagi satu sama lain;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka 2 (dua) menuntut
agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian,
terhadap tuntutan tersebut Pengadilan akan mempertimbangkannya dengan
pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan
berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk
melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu
tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam
mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di
atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya
perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak

berhasil;

- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat

hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa  terhadap unsur-unsur  tersebut  akan
dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang
terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu
kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah
memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, dan antara Penggugat dan
Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, dengan mediator Muhammad Radhia Wardana, S.H.l, nhamun
tetap tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, terbukti bahwa
antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran,
meskipun demikian kategori Terus menerus terjadi pertengkaran dan
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup
rukun lagi dalam rumah tangga belum terpenuhi, untuk itu Pengadilan akan
mempertimbangkannya dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak
menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat, karena
Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat
keberatan bercerai dengan Penggugat serta telah diupayakan damai oleh
Pengadilan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Pengadilan,
didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat
tinggal dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak kumpul
bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi
satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka kategori Terus
menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat
dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang pada intinya
gugatan perceraian Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas
bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan
setelah mendengar pihak keluarga/orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata bahwa
faktor penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat
prinsipil dan berpengaruh bagi keutuhan suami-istri serta telah didengar
keterangan keluarga Penggugat yang merangkap sebagai saksi Penggugat,
pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah
mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka
ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah
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terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat
disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada
harapan untuk hidup rukun lagi, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat
terbukti telah pecah (broken marriage) sesuai dengan Yurisprudensi
Mahkamah Agung RI. Nomor 379-K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang
menyatakan bahwa Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada
harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah
terbukti retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud
Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia,
sakinah mawaddah warahmah tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur
kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga sebagaimana yang dialami
oleh Penggugat dan Tergugat tersebut apabila dipaksakan untuk bersatu, maka
dikhawatirkan akan membawa pengaruh yang bersifat merusak (mafsadah )
kepada keduanya atau setidak-tidaknya kepada salah satu dari Penggugat atau
Tergugat. Terhadap kenyataan seperti itu Majelis Hakim perlu menyampaikan

dalil syar’i, sebagaimana Sabda Rasulullah SAW:
- LSJA.Z” uLuuu °3.?ugww|u.§«
Ul U\Lo ¢U| g u| iz 4l MJ

Qujas_jl |_9 d.?Lo u.:l ol” u.fu.? w )“

Dari Abu Sa’id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahua)nhu,
sesungguhnya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam bersabda : “Tidak boleh
melakukan perbuatan (mudharat) yang mencelakakan diri sendiri dan orang
lain” (HR. ibnu Majah dan Daruqutni);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan
Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2)
Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jis. Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian tuntutan Penggugat dapat
dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba’in shughraa Tergugat terhadap
Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) Kompilasi
Hukum Islam, sesuai pula dengan doktrin hukum Islam dalam kitab al-Fighul
Islamiyyu wa Adillatuhu, Juz VI, halaman 529 yaitu:

YV adl oY o5l oMb $laill uolall asdgs sl GMall

a Y Jo .
Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain,

karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan,
berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang
Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat
(XXXX);
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 526.000,00 (lima ratus dua puluh
enam ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Marabahan pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi
bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Kami Rusdiana,
S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.l.,, M.H. dan H. Fitriyadi,
S.H.l, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. khairiah,
S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.
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Ketua Majelis,

Rusdiana, S.Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota Il,

Anas Rudiansyah, S.H.l., M.H. H. Fitriyadi, S.H.l., M.H
Panitera Pengganti,

Hj. khairiah, S.Aqg.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran :Rp 30.000,00
2. Proses :Rp 50.000,00
3. Leges :Rp 10.000,00
4. Panggilan :Rp 400.000,00
5. PNBP Panggilan : Rp  20.000,00
6. Redaksi :Rp 10.000,00
7. Meterai Rp__ 6.000,00

Jumlah Rp 526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah)
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